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Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa
merusak lingkungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Islam dan
menyerukan partisipasi aktif umat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Artikel ini mengkaji bagaimana fatwa tersebut dapat memengaruhi sikap dan
perilaku ekologis masyarakat Indonesia dengan menggabungkan tinjauan turath
(kitab klasik), fatwa MUI, dan literatur empiris kontemporer. Metode yang dipakai
adalah kajian pustaka dan analisis konseptual, dengan penekanan pada jalur
normatif—psikososial (menggunakan Theory of Planned Behavior)—dan
operasionalisasi nilai magqasid al-shari‘ah. Hasil menunjukkan bahwa fatwa
berfungsi sebagai norma injunktif yang memperkuat sikap pro-lingkungan,
meneguhkan norma subjektif melalui otoritas keagamaan, dan, bila didukung
fasilitas serta pembiayaan syariah, dapat mendorong translasi niat menjadi
tindakan. Studi ini memperkenalkan model Green-Fatwa-to-Action yang
mengintegrasikan peneguhan norma, fasilitasi struktural, pembiayaan syariah, dan
monitoring QBL (Quadruple Bottom Line). Implikasi kebijakan meliputi penguatan
literasi iklim berbasis Islam, integrasi fatwa dalam strategi dakwah dan kebijakan
lokal, serta pemanfaatan zakat-wakaf untuk infrastruktur  hijau.

Kata kunci: Fatwa MUI, perubahan iklim, perilaku ekologis, maqasid al-shart ‘ah,
dakwabh hijau.

I. Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan tantangan multidimensional yang berdampak pada
aspek kesehatan, ketahanan pangan, akses air, dan kerentanan sosial (IPCC, 2022).
Di Indonesia, fenomena kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan menuntut respon
kolektif yang melampaui pendekatan teknis semata. Dalam konteks negara dengan
mayoritas Muslim, legitimasi norma keagamaan menjadi instrumen penting untuk

menggerakkan perubahan perilaku kolektif (Nasr, 2007; Santoso, 2023). Oleh
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karena itu, fatwa sebagai produk otoritas keagamaan memiliki potensi strategis
dalam membingkai aksi iklim sebagai kewajiban moral dan spiritual.

Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang
Pengendalian Perubahan Iklim, yang menegaskan larangan praktik yang merusak
lingkungan dan menyerukan mitigasi, adaptasi, serta transisi energi berkeadilan
(Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2023). Fatwa ini memperkuat landasan teologis
yang sudah ada dalam Al-Qur’an dan hadis—misalnya larangan membuat
kerusakan (QS. Al-A‘raf: 56; QS. Ar-Rum: 41) dan prinsip amanah/khalifah (QS.
Al-An‘am: 165)—serta norma anti-israf (QS. Al-Isra’: 27).

Namun, keterkaitan antara fatwa dan perilaku nyata belum dipetakan secara
sistematis. Beberapa studi menunjukkan bahwa religiositas dapat memengaruhi
perilaku pro-lingkungan, namun hasilnya bergantung pada konteks komunikasi,
otoritas, dan fasilitasi struktural (Sabir, 2025; Zafar, 2025). Dengan demikian,
penting untuk merancang model konseptual yang menjelaskan bagaimana fatwa
dapat berkontribusi pada perubahan sikap dan aksi ekologis dalam masyarakat

Indonesia.

Il. Tinjauan Pustaka
1. Landasan Klasik Islam

Kitab-kitab klasik memberikan landasan normatif yang kuat bagi etika lingkungan
Islam. Al-Ghazali menekankan pengendalian diri dan larangan israf sebagai bagian
dari adab konsumsi (Al-Ghazali, n.d.), sementara al-Syatibi menempatkan tujuan
syariat (magasid)—penjagaan jiwa, harta, dan keturunan—sebagai kerangka untuk
menilai kebijakan dan tindakan sosial (Al-Shatibi, n.d.). Ibn Qayyim menyoroti
hubungan harmonis manusia-alam sebagai manifestasi iman (Ibn Qayyim, n.d.).
Interpretasi maqasid tersebut dapat dikontekstualisasikan untuk menuntun

kebijakan lingkungan dan perilaku pro-lingkungan.



2. Fatwa dan Perilaku Sosial

Studi  kontemporer menunjukkan fatwa dan pernyataan ulama mampu
memengaruhi norma sosial bila disosialisasikan melalui jaringan agama (Santoso,
2023; Paraswati, 2025). Dalam konteks Indonesia, inisiatif masjid hijau dan
program dakwah lingkungan telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat
ketika disertai fasilitasi teknis dan insentif lokal (Mangunjaya, 2024; Hamidi,
2025).

3. Teori Perilaku

Theory of Planned Behavior (TPB) tetap relevan untuk menjelaskan jalur sikap —
niat — perilaku, dengan norma subjektif dan perceived behavioral control (PBC)
sebagai prediktor penting (Ajzen, 1991). Penelitian agama-lingkungan
menunjukkan religiositas dan kepercayaan terhadap otoritas agama dapat

memperkuat norma subjektif dan sikap pro-lingkungan (Sabir, 2025; Zafar, 2025).

I11. Metode

Artikel ini bersifat kajian pustaka dan analisis konseptual. Sumber data mencakup
teks klasik Islam (Al-Ghazali; Al-Shatibi;, Ibn Qayyim), Fatwa MUI No. 86 Tahun
2023, laporan IPCC (2022), dan literatur ilmiah kontemporer (jurnal 2022—-2025)
yang relevan. Analisis menggunakan pendekatan sintesis tematik: (1) memetakan
landasan normatif, (2) mengkaji bukti empiris hubungan agama—perilaku
lingkungan, dan (3) merumuskan model operasional yang mengintegrasikan norma,

fasilitasi, pembiayaan, dan monitoring.

IV. Hasil & Pembahasan
1. Fatwa Sebagai Norma Injunktif yang Mengubah Sikap Ekologis

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berfungsi sebagai norma injunktif yang secara
eksplisit menghubungkan larangan merusak lingkungan dengan hukum syariat.

Literatur lintas-negara menunjukkan religiositas Muslim berkorelasi positif dengan



perilaku pro-lingkungan bila norma agama dikomunikasikan secara kontekstual dan
relevan dengan keseharian (Zafar, 2025). Sabir (2025) dalam tinjauan sistematis
menegaskan bahwa teori perilaku (TPB, NAM) tetap efektif untuk memahami jalur
norma agama — niat — perilaku. Oleh karena itu, fatwa dapat memperkuat sikap
pro-lingkungan dengan memberikan pembenaran syar‘i terhadap tindakan-tindakan
seperti penghematan energi, pengelolaan sampah, dan penolakan pembakaran lahan
(Sabir, 2025; Zafar, 2025).

2. Norma Subjektif dan Otoritas Keagamaan: Peran Masjid dan Ulama

Norma subjektif—keyakinan bahwa komunitas mengharapkan perilaku tertentu—
terbentuk kuat melalui otoritas lokal seperti khatib, imam, dan tokoh ormas Islam.
Studi tentang “eco-masjid” di Indonesia mendokumentasikan bahwa khutbah
tematik, audit energi masjid, dan program bank sampah meningkatkan partisipasi
jamaah (Mangunjaya, 2024; Paraswati, 2025). Hamidi (2025) menunjukkan bahwa
pengukuran kinerja masjid melalui Quadruple Bottom Line (QBL) memperkuat
akuntabilitas dan dukungan jamaah. Sehingga, fatwa perlu diterjemahkan melalui

jaringan agama untuk menjadi norma subjektif yang efektif.

3. Peran Fasilitasi Struktural dan Pembiayaan Syariah dalam Menutup

Intention—Behavior Gap

Niat baik tidak otomatis menjadi tindakan tanpa dukungan fasilitas dan sumber
daya. Literatur terbaru menekankan pentingnya intervensi struktural—panel surya,
sistem daur ulang, dan titik refill air—yang dibiayai oleh mekanisme syariah (wakaf
produktif, zakat untuk infrastruktur) (Issa, 2025; Hamidi, 2025). Studi pada Islamic
banks mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola syariah berkaitan dengan
efektivitas pembiayaan berkelanjutan (Issa, 2025). Model Green-Fatwa-to-Action
mengusulkan skema pembiayaan yang memadukan dana zakat/wakaf dengan

inovasi fintech syariah untuk mendanai infrastruktur hijau di masjid dan komunitas.
4. Magqasid al-Shari‘ah sebagai Rasionalitas Etis Tindakan Ekologis

Menggunakan maqasid—penjagaan jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan

keturunan (hifz al-nasl)—memungkinkan penyusunan argumen teologis yang



menjadikan kelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral (Al-Shatibi, n.d.;
Darus dalam Mat Junus et al., 2024). Pendekatan ini menyatukan rasionalitas moral
dan instrumentalis: tindakan hemat energi dan pengelolaan limbah tidak hanya

efisien tetapi juga memenuhi prinsip maslahah.
5. Validasi, Kritik, dan Prioritas Implementasi

Walhi (2024) mengapresiasi fatwa namun mencatat kekurangan peta jalan
implementasi dan indikator kinerja. Literatur empiris menunjukkan bahwa
keberhasilan bergantung pada komunikasi yang konsisten, indikator terukur, dan
kolaborasi multi-aktor (Wojcik, 2023; Liu, 2025). Oleh karena itu, perlu
diprogramkan: (a) modul khutbah hijau, (b) pelatihan razir, (c) insentif kebijakan

lokal bagi masjid hijau, dan (d) mekanisme monitoring QBL.
6. Model Operasional: Green-Fatwa-to-Action

Berdasarkan sintesis di atas, model operasional meliputi empat pilar: (i) Peneguhan
norma melalui dakwah dan khutbah; (ii) Fasilitasi struktural (audit, infrastruktur
hijau); (iii) Pembiayaan syariah (wakaf produktif, zakat untuk proyek hijau); (iv)
Monitoring & evaluasi memakai indikator QBL. Model ini menangani jalur sikap
— niat — perilaku dengan menjaga koherensi teologis dan efektivitas teknis

(Hamidi, 2025; Issa, 2025).

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 memiliki potensi signifikan untuk mengarahkan
sikap dan perilaku ekologis jika diterjemahkan ke dalam program yang kontekstual,
didukung fasilitas, dan dibiayai oleh mekanisme syariah. Rekomendasi praktis
meliputi: penguatan literasi iklim berbasis agama, implementasi pilot masjid hijau
dengan skema zakat-wakaf, pelatihan nazir, serta integrasi indikator QBL dalam
evaluasi kinerja mesjid. Penelitian lanjutan kuantitatif multi-lokal sangat

direkomendasikan untuk menguji jalur kausal model yang diusulkan.
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